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ABSTRAK 

 

 

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING TAHUN 2020 

 

 

Oleh  

 

MUHAMMAD NAUFAL MUJAHID 

 

 

 

Kerentanan ASN dalam politik praktis yang dipengaruhi oleh keterlibatan PNS 

dalam menyukseskan salah satu pasangan calon di iming-iming promosi jabatan. 

Tujuan penelitian adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu 

terhadap pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. Metode yang digunakan adalah kualitatif 

deskriptif. Terdapat masalah pada tahun 2018 hingga pada pilkada tahun 2020 

dengan jumlah kasus yang sama yaitu temuan pelanggaran dengan jumlah tiga 

orang dari satu temuan laporan dugaan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada, 

dengan jumlah tesebut sehingga pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten 

Ogan Komering Ulu sudah terlaksana dengan baik. Penindakan pelanggaran 

Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarakan data hasil rekap temuan 

laporan dugaan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada Kabupaten Ogan 

Komering Ulu tahun 2020 dan hasil wawancara yang diberikan oleh Bawaslu 

Kabupaten Ogan Komering Ulu terdapat satu laporan dugaan pelanggaran 

netralitas ASN yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Komering dan sudah 

direkomendasikan ke KASN, dari satu laporan dugaan pelanggaran yang telah di 

balas oleh KASN dan sudah di tindak lanjuti oleh pihak Bawaslu Kabupaten 

Komering berupa Sanksi hukuman disiplin sedang dan pemanggilan serta 

peringatan tegas kepada aparatur sipil negara terkait. Hasil penelitian adalah 

implementasi makanisme penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Ogan 

Komering Ulu berdasarakan data hasil rekap temuan laporan dugaan pelanggaran 

kode etik ASN dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Komering dalam 

penyelenggaraan pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020 sudah 

maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap ASN pada pilkada tahun 2020 

di Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena dapat dilihat dari jumlah kasus ketidak 

netralan ASN pada pilkada sebelumnya. 

 

Kata Kunci : Aparatur Asipil Negara, Kualitatif, Netralitas. 
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ABSTRACT 

 

 

NEUTRALITY OF THE STATE CIVIL APPARATUS IN THE 2020 

REGIONAL HEAD ELECTION OF OGAN KOMERING DISTRICT 

 

 

By  

 

MUHAMMAD NAUFAL MUJAHID 

 

 

The vulnerability of ASN in practical politics is influenced by the involvement of 

civil servants in the success of one candidate pair in the lure of promotion. The 

aim of the research is the monitoring mechanism carried out by Bawaslu 

regarding the implementation of neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in 

the politics of Ogan Komering Ulu Regency. The method used is descriptive 

qualitative. There were problems from 2018 to the 2020 regional elections with 

the same number of cases, namely the discovery of violations with a total of theree 

people from one report finding alleged violations of the ASN code of ethics in the 

regional elections, with this number so that the supervision carried out by 

Bawaslu of Ogan Komering Ulu Regency has been carried out well. Action 

against violations by Bawaslu of Ogan Komering Ulu Regency is based on data 

from the recapitulation of findings from reports of alleged violations of ASN's 

code of ethics in the 2020 regional elections of Ogan Komering Ulu Regency and 

the results of interviews given by Bawaslu of Ogan Komering Ulu Regency. There 

is one report of alleged violations of ASN neutrality obtained by Bawaslu of 

Komering Regency and It has been recommended to KASN, from one report of 

alleged violations that has been replied to by KASN and has been followed up by 

the Bawaslu of Komering Regency in the form of moderate disciplinary sanctions 

and summons and strict warnings to the relevant state civil servants. The results 

of the research are the implementation of mechanisms for taking action against 

Bawaslu violations in Ogan Komering Ulu Regency based on data from the 

recapitulation of the findings of reports of alleged violations of the ASN code of 

ethics in the supervision of the Bawaslu of Komering Regency in holding the 2020 

Ogan Komering Ulu Regency regional elections, which has been maximal in 

carrying out supervision of ASN in the 2020 regional elections in the Regency. 

Ogan Komering Ulu, because it can be seen from the number of cases of non-

neutrality of ASN in the previous regional elections. 

 

Keywords: State Civil Service Apparatus, Qualitative, Neutrality. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara hukum yang demokratis yang bersumber dari 

konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat merupakan konsepsi yang sudah 

diidealkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Indonesia sebagai suatu negara 

hukum senantiasa menjunjung tinggi asas demokrasi, dimana suara dan kehendak 

rakyat harus diperhatikan, demi untuk terciptanya keserasian dan keseimbangan 

dalam pelaksanaan roda kenegaraan. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya 

pesta demokrasi yang disebut dengan Pemilihan Umum. Pemilu merupakan 

implementasi dari konsep kedaulatan rakyat yang dianut dalam system 

ketatanegaraan Indonesia. Artinya bahwa kekuasaan yang tertinggi itu sebenarnya  

berada di tangan rakyat, segala sesuatunya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan 

untuk rakyat (Sugiharto, 2020).  

Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya 

berdasarkan hukum. Keberadaan negara hukum diharuskan untuk menjunjung 

nilai-nilai atau asas-asas yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah dan 

penegakan hukumnya. Salah satunya adalah asas demokrasi. Asas demokrasi 

adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Asas ini menuntut 

setiap orang untuk mempunyai hak atau kesempatan yang sama dalam 

menentukan kebijakan pmerintah. Penerapan asas demokrasi yang Nampak jelas 

kita temui adalah pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilu. Pemilihan 

umum merupakan proses penyelenggaraan kedaulatan rakyau dalam rangka 

mengisi jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan yang berasaskan langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

Pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat 



2 
 

 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemeratan, keadilan, keistimewaan dan 

kekhususan suatu daerah sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Aturan mengenai pemilihan umum tercantum pada Pasal 22E Ayat 6 UUD 1945 

yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur 

dengan undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang pemilu adalah 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebenarnya 

Aparatur Sipil Negara (ASN) berada dalam posisi yang dilematis dan terombang 

ambing oleh kepentingan politik. Undang-undang Pemilihan Umum ini mengatur 

tentang aturan-aturan serta larangan yang dimaksudkan untuk memperlancar 

pelaksanaan pemilu dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi pidana 

tertentu. Di satu sisi, mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, 

dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang 

berstatus pejabat politik. Kondisi seperti ini membuat karir mereka sering 

dikaitkan dengan kepentingan politik PPK. Di sisi lain, Aparatur Sipil Negara 

(ASN) juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam 

menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Aparatur Sipil 

Negara (ASN) adalah pelaksana kebijakan dan pemegang kekuasaan dan 

kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan sumberdaya di dalam birokrasi. Hal 

ini mengakibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dijadikan sebagai 

alat-alat bagi pejabat politik untuk dapat tetap mempertahankan kewenangan dan 

kekuasaannya di Indonesia (Permana dkk., 2022). 

Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peran penting dalam 

penyelenggaran fungsi pemerintahan di suatu negara untuk mencapai tujuan 

nasional, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Sipil 

Negara. Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan 

kepada pancasila, Undang-undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah serta 

bersatu, dan sadar atas tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas 

pemrerintah dan pembangunan. Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak 

dapat dihindari karena merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI). 
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Adapun pemahaman bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat ditemukan di 

dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(ASN), mensyaratkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah 

dengan perjanjian kerja merupakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI). 

Dalam hal hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai seorang Warga Negara 

Indonesia (WNI) yang dijamin oleh UUD NRI 1945 sebagai sebuah hak 

konstitusional warga negara.  

Sebagai pelaksana tugas umum pemerintahan dan pembangunan, maka Aparatur 

Sipil Negara (ASN) wajib berlaku netral salah satunya dalam pelaksanaan pemilu. 

Apalagi dalam setiap perhelatan pemilu selalu saja ada pandangan yang 

mengidentikkan bahwa ASN tidak dapat bersikap netral. Netralitas ASN menurut 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 berarti setiap Pegawai ASN tidak berpihak 

dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan 

siapapun. Adapun konsep dari netralitas adalah memberikan pembatasan serta 

kepastian akan peran dari PNS dalam pemerintahan. Netralitas Aparatur Sipil 

Negara (ASN) merupakan salah satu isu krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan 

Umum (Pemilu). Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai 

politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta 

dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang 

dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, serta 

mencalonkan diri dengan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang (UU). 

Kedudukan ASN sebagai WNI memiliki konsekuensi, ASN juga memiliki hak-

hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945. Hak yang dimaksud adalah 

hak berpolitik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal “setiap orang berhak atas 

kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hak politik 

tersebut pada prinsipnya merupakan hak yang diakui secara universal oleh negara-

negara didunia yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi (Siagian et al., 

2023). Sebagai pelaksana tugas umum pemerintahan dan pembangunan, maka 

Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib berlaku netral. Menurut Thoha (2021) 

netralitas ASN diartikan sebagai tidak terpengaruhnya Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) terhadap intervensi partai politik sehingga PNS dapat memusatkan segala 

perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, hal ini dilakukan 
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dengan melarang PNS menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. 

Sementara menurut Amin (2020), netralitas ASN adalah perilaku yang tidak 

memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukan birokrasi pemerintahan dalam masa 

kampanye kandidat kepala daerah di ajang pemilukada baik secara diam-diam 

maupun terang-terangan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur 

netralitas adalah yang pertama tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses 

calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan 

menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Lalu yang kedua tidak memihak, 

dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang 

mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, 

himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit 

kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam 

menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka 

pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada 

masa kampanye. 

Kerentanan ASN dalam politik praktis yang dipengaruhi oleh keterlibatan PNS 

dalam menyukseskan salah satu pasangan calon di iming-imingi promosi jabatan. 

Kasus jual beli jabatan ASN yang terjadi di beberapa daerah menjadi salah satu 

indikasi bahwa pada dasarnya ASN bisa menjadi bagian dari komoditas yang 

selalu dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Upaya untuk mengarahkan 

ASN terjun ke dunia politik pernah terjadi pada masa Orde Baru dengan 

kewajiban untuk mendukung partai politik tertentu, namun di era reformasi saat 

ini justru ASN diarahkan oleh konstitusi dan undang-undang untuk kembali 

menjadi abdi negara yang profesional, berintegritas dan independen serta bebas 

dari intervensi politik. Sikap netral dari pengaruh politik yang dimiliki oleh 

ASN menjadi hal yang wajib ada dalam diri ASN. Sebagai aparatur pemerintah 

yang paling dekat dengan masyarakat, sudah seharusnya ASN memberikan 

pelayanan publik secara langsung dan berinteraksi dengan masyarakat. 

Netralitas terhadap politik harus dimiliki oleh ASN agar tidak terlibat menjadi 
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anggota partai politik dan terhindar dari kepentingan-kepentingan politik yang 

mengarahkan ASN untuk dapat memobilisasi (massa) atau masyarakat untuk 

memenuhi kepentingan politik tersebut (Permana et al., 2022). 

Posisi ASN diwajibkan untuk netral dalam politik ini sudah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 2 

menyatakan setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak 

berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada 

kepentingan tertentu. Kemudian, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum juga terdapat pasal soal netralitas ASN.  Lalu, dalam Undang- 

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah teradapat dua 

pasal yang mengatur tentang netralitas ASN yaitu pada Pasal 70 dan Pasal 71. 

Pasal 70 ayat (1) berbunyi dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan 

Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 

anggota Tentara Nasional Indonesia. Pelanggaran atas ketentuan tersebut 

dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling 

banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189. Kemudian, Pasal 71 ayat 

(1) berbunyi pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau 

sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye. 

Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 

(enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 188. Ketentuan tersebut jelas melarang keberpihakan ASN dalam 

menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan.8 Netralitas ASN juga telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara tepatnya pada Pasal 2 Huruf f disebutkan bahwa ASN harus bersikap 

netral dalam pemilihan umum. 

Terdasap 3 pengaduan  pada pilkada tahun 2018 tentang netralitas ASN kepada 

Panwaslu. Keterlibatan ASN dalam politik tentunya bukan pertama kali terjadi di 

Pemilihan Kepala Daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Irman Gusman bahwa 

ASN memiliki posisi yang cukup strategis. Kasus ketidak netralan dari ASN pada 

Pilkagub 2018 ditemukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Panwaslu, 2018). 
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Periode 2018-2023 Gubernur diduduki oleh H Herman Deru mesatikan dirinya 

akan dilantik menduduki jabatan sebagai Gubernur Sumsel  pada tanggal 27 

September 2018. Dan pada akhir tahun 2015, tepat pada tahun dikeluarkannya 

peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah, terdapat adanya 

ASN yang turut hadir pada saat deklarasi pencalonan pasangan calon gubernur 

dan wakil gubernur. Dibenarkan adanya oleh pihak Panwaslu Kabupaten Ogan 

Komering Ulu (OKU) (Panwaslu, 2018). Ketua Panitia Pengawasan Pemilu 

(Panwaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), telah menemukan bukti 

adanya tiga pejabat pemerintahan di Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu 

(OKU) yang diduga tidak netral dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

(Pilgub) Sumsel 2018 berlangsung, Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu 

(OKU) tidak menemukan kasus netral ASN pada saat pencoblosan ataupun 

menerima laporan soal pelanggaran. Namun saat tahapan Pilgub ada tiga 

temuan/laporan yang Panwaslu. Menurut Anggi sebagai ketua Pilgub menerima 

laporan pertama adalah soal rangkap jabatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 

dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Laporan kedua yang masuk ke Panwaslu 

OKU selama tahapan pilgub adalah soal maraknya alat peraga kampanye (APK) 

milik pasangan calon (paslon) yang dipajang di zona terlarang, seperti di depan 

atau dekat gedung sekolah dan lain sebagainya. Kemudian kasus terakhir adalah 

soal adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Lubuk Raja yang diduga 

ikut serta mempengaruhi massa agar memilih paslon tertentu di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu (OKU) (Evania, 2018). Laporan ketiga terdapat anggota PNS yang 

memakai baju seragam pada saat kampanye. Berikut ini adalah tabel data 

Aparatur Sipil Negara yang tidak Netralitas di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

(OKU) yaitu  : 

Tabel 1 Data ASN Tidak Netrlitas 

No Waktu  Pelanggaran ASN 
1 27 September 2018 Rangkap jabatan Panitia Pemilihan Kecamatan 

(PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). 
2 27 September 2018 Terdapat alat peraga kampanye (APK) milik 

pasangan calon (paslon) yang dipajang di zona 

terlarang, seperti di depan atau dekat gedung 

sekolah dan lain sebagainya. 
3 27 September 2018 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Lubuk 

Raja yang diduga ikut serta mempengaruhi massa agar 

memilih paslon tertentu di Kabupaten Ogan Komering 
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No Waktu  Pelanggaran ASN 
Ulu (OKU) 

4 09 November 2020  Terkait dengan Netralitas ASN yang diduga 

dilakukan oleh Camat Kecamatan Sosoh Buay 

Rayap Kab. OKU atas nama M. Amin Baladi, 

pada kegiatan Takziah 40 hari 

dirumah warga Desa Penyandingan atas nama 

Resman yang diduga pada saat itu adanya 

pemberian bantuan air mineral merk winro. 
4 24 April 2020  Terdapat anggota PNS yang memakai baju seragam 

pada saat kampanye 

 

Dampak yang terjadi terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten 

Ogan Komering harus di selesaikaan sebagaimana dalam penelitian Susilo 

Prabowoadi and Afandi (2020) dengan judul Netralitas Aparatur Sipil Negara 

Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada yang melakukan pencegahan merupakan 

upaya preventif Bawaslu untuk meminimalisir potensi-potensi pelanggaran 

netralitas ASN. Setelah upaya preventif sudah dilakukan Bawaslu selanjutnya 

Bawaslu melakukan pengawasan. Penelitian selanjutnya yaitu Ayub Khan(2021) 

meneliti tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan 

Umum Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi 

Riau) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang 

ada di kabupaten Bengkalis, Rohil, Rohul dan Kuansing, masih bisa digunakan 

sebagai alat bagi suatu kekuatan politik tertentu, ini dikarenakan mendapat 

pengaruh untuk mendukung salah satu pasangan calon. Berdasarkan beberapa 

penelitian yang telah dilakukan terdapat perbedaan peneliti yaitu peneliti 

melakukan penelitian terhadap masalah pada pencalonan Gubernur yang ada di 

wilyah Kabupaten Ogan Komering, pada penelitian ini akan dilakukan tahapan 

pengawasan terhap kegiatan yang akan dilakukan sehingga  jika Bawaslu sudah 

melakukan pencegahan, pada proses pengawasan ternyata tidak ditaati dari apa 

yang menjadi bentuk pencegahan maka Bawaslu akan melakukan penindakan 

pelanggaran. 

Pelanggaran yang dilakukan ASN OKU yang hadir dalam acara 

pencalonan salah satu calon kepala daerah tentu telah melanggar aturan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN dan juga melanggar Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana 
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seharusnya ASN harus netral dan tetap professional dalam pilkada serentak. ASN 

yang tidak netral harusnya diberikan sanksi sesuai peraturan yang ada. Seperti 

yang telah dijelaskan bahwa ketidak netralan ASN dalam pilkada akan 

menguntungkan si pencalon khususnya calon incumbent, bisa saja mendapat 

perolehan suara yang lebih dibanding lawannya dalam pilkada, ada kesempatan 

sebelum waktunya kampanye, si pencalon incumbent telah dulu melakukan 

kampanye dilingkungan sekitar bekerja. Calon incumbent, bisa 

mengakibatkan terganggunya netralitas dari ASN. Untuk itulah maka penulis 

terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: Netralitas Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Kabupaten Ogan Komering Ulu 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum 

Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu? 

2. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap 

pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Kabupaten 

Ogan Komering Ulu? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan 

umum Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

2. Untuk implementasi mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu 

terhahap pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pilkada 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat/kontribusi yang diperoleh jika pertanyaan dalam rumusan masalah 

dapat terjawab, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada pengembangan ilmu 

hukum dibidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan Hukum 

Kepegawaian pada khususnya. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan 

sebagai bahan informasi ilmiah untuk melakukan kajian dan penelitian 

yang serupa pada tahap selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran untuk para pihak 

yang terkait mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 

Pemilihan Politik di Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

b. Sebagai wacana yang diharapkan penulis dapat digunakan sebagai 

bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang 

menyangkut masalah. 

1.5. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu : 

1. Permana et al (2022) meneliti tentang Reposisi Pengaturan Netralitas 

Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada. Tujuan penelitian ini 

untuk mengkaji pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada yang berlaku saat 

ini dan bagaimana bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada 

ditinjau dari kajian pada UU Pilkada dan aturan turunan lainnya serta teori 

tujuan hukum. Beberapa regulasi mulai dari UU, PP, sampai dengan 

Keputusan Bersama yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga 

diterbitkan dalam rangka membatasi ruang gerak dan menjamin netralitas 

ASN tetap terjaga dalam penyelenggaraan Pilkada. Penelitian ini diharapkan 

dapat menemukan pengaturan ideal terkait Netralitas ASN dalam Pilkada 

dengan menganalisa beberapa regulasi yang berlaku. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data 

sekunder melalui studi perundang-undangan dan penelusuran literatur. 

Penelitian ini memiliki kebaruan perspektif yaitu berusaha menemukan 

bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari beberapa 

perundang-undangan yang berlaku dan teori tujuan hukum. Hasil penelitian 

ini menyimpulkan bahwa, netralitas ASN dalam Pilkada diatur dalam UU 
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ASN, UU Pilkada, PP Disiplin PNS, PP Pembinaan Jiwa Korps dan Kode 

Etik PNS , SE KASN, SE Menpan-RB, dan Keputusan Bersama 5 

Menteri/Kepala Lembaga. Selain itu perlu mendudukan ulang aturan 

netralitas ASN dalam satu payung hukum yaitu dalam Peraturan KASN. 

2. Khan (2021) meneliti tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada 

Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi di 

Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau). Dalam hal ini Aparatur Sipil 

Negara terlibat dalam pemilihan dan juga pelaksana dalam birokrasi 

pemerintahan. penelitian ini bertujan untuk mengetahui penyebab kurangnya 

netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala 

Daerah tahun 2020 di kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, 

yaitu observasi wawancara dengan responden, studi dokumen, analisis data 

ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang ada di kabupaten 

Bengkalis,Rohil,Rohul dan Kuansing, masih bisa digunakan sebagai alat bagi 

suatu kekuatan politik tertentu, ini dikarenakan mendapat pengaruh untuk 

mendukung salah satu pasangan calon, namun mereka tidak berani untuk 

menyatakan keterlibatannya secara langsung karena takut melanggar 

peraturan dan mendapat sanksi, serta masih ada upaya dari oknum 

memasukkan orang-orangnya. Walaupun tidak secara langsung tetapi 

masyarakat bisa membaca bahwa orang-orang yang dianggap mampu untuk 

menduduki jabatan. Sedangkan yang dianggap tidak mumpuni di lengserkan 

atau di nonjobkan. 

3. Ningtyas (2021) meneliti tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam 

Pemilu Antara Hak Politik Dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola 

Pemerintahan Yang Baik. Sikap netral dan independen dari intervensi politik 

merupakan sebuah kewajiban hukum yang harus ditaati oleh setiap Aparatur 

Sipil Negara. Sudah menjadi keharusan bagi setiap Aparatur Sipil Negara 

untuk menghindarkan diri di dalam pelibatan secara aktif pada proses pemilu 

yang merupakan bentuk kontestasi politik di Indonesia. Ketentuan mengenai 
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syarat netralitas bagi Aparatur Sipil Negara pada hakikatnya memiliki 

korelasi terhadap upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang 

baik atau kerap dikenal dengan istilah good governance. Di samping hal 

tersebut perlu disadari pula bahwa Aparatur Sipil Negara merupakan bagian 

dari Warga Negara Indonesia yang memiliki hak politik sebagaimana telah 

dijamin oleh konstitusi. Penelitian yang menggunakan metode yuridis 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka ini akan 

mengkaji mengenai kewajiban untuk bersikap netral bagi Aparatur Sipil 

Negara di samping keberadaan hak politik bagi Warga Negara Indonesia 

untuk turut serta dalam pemilu di Indonesia. 

4. Siagian et al (2023) meneliti tentang Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara. Netralitas 

Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu krusial karena tingginya 

pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan umum (Pemilu) sebelumnya. Isu 

ini menjadi pembahasan strategis karena penyelenggaraan Pemilu 2024 

memerlukan langkah-langkah yang tepat guna memastikan ASN tetap 

menjaga netralitasnya. Penelitian ini bertujuan membahas pentingnya 

netralitas ASN ditinjau dari hak memilih dan dipilih. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kepustakaan melalui data 

sekunder, yakni bahan hukum primer berupa perundang- undangan berkenaan 

dengan penegakan netralitas ASN di Indonesia. Penelitian ini membahas 

pengaturan netralitas ASN dalam Pemilu berdasarkan analisis hukum 

terhadap prinsip netralitas ASN pada Pemilu 2019 dan putusan MK Nomor 

41/PUU-XII/2014 serta Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pembatasan hak memilih dan dipilih ASN 

diterapkan untuk mewujudkan kepastian hukum yang dijamin konstitusi 

dengan mematuhi sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebagai 

penerapan prinsip netralitas. 

5. Sugiharto (2020) meneliti tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Aparatur Sipil Negara (ASN) 

harus bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan 

tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
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Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2018 akan dilaksanakan pada 

tanggal 27 Juni 2018. Sebagaimana yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 

1945, bahwa Pemilihan kepala daerah semestinya dijadikan sebagai ajang 

demokrasi lokal bergerak untuk memilih kepala daerah baik Gubernur, Bupati 

maupun Walikota. Namun pada kenyataannya ditemukan di beberapa daerah, 

ASN terlibat dalam hal mendukung salah satu Calon Kepala Daerah secara 

sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Adapun tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk menganalisis netralitas ASN dalam pemilihan Kepala Daerah 

Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil 

penelitian bahwa ASN di beberapa Kota seperti di Kota Madiun, Kota Tegal, 

Pemalang, Brebes dan lainnya masih banyak ASN yang terlibat dalam 

mendukung salah satu calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang 

dilakukan secara terang- terangan dan sembunyi-sembunyi. Sanksi yang 

diberikan pun belum dapat ditegakkan di beberapa daerah dan tidak efektif 

serta tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Kinerja Bawaslu Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara 

2.1.1. Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing–masing dalam rangka upaya mencapai tujuan 

organisasi yang bersangkutan secara legal dan tidak melanggar hukum 

serta sesuai dengan moral dan etika. Kinerja merupakan suatu fungsi dari 

motifasi dan kemampuan. Kinerja juga merupakan perilaku nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh 

pegawai sesuai dengan peranannya dalam berorganisasi untuk mencapai 

tujuan (Sandewa, 2018). 

Kinerja adalah hasil yang diperoleh suatu organisasi tersebut bersifat 

profit-oriented dan no profit oriented yang dihasilkan selama satu periode 

waktu. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang 

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan 

perannya di perusahaan (Pristiyanti, 2016). 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksankan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Dari uraian pendapat para ahli tersebut, 

dapat disimpulkan kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oeleh 

seorang karyawan terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepadannya 

(Ginting et al., 2019). 
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Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama 

periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah 

ditetapkan sebelumnya (Sutrisno 2019). 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya (Sugiharto, 2020). 

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama 

periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Kinerja adalah kuantitas atau kualitas hasil kerja 

individu atau sekelompok di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standard operasional 

prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku 

dalam organisasi (Ningtyas, 2021). 

Dari teori-teori yang diketahui diatas maka peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa kinerja adalah suatu proses atau hasil kerja yang dihasilkan oleh 

pegawai melalui beberapa aspek yang harus dilalui serta memiliki tahapan-

tahapan untuk mencapainya dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

pegawai itu sendiri. Maka dari itu kinerja merupakan elemen yang penting 

dalam maju mundurnya 

2.1.2. Bawaslu 

Penyelenggara dalam pemilu terdiri atas lembaga pengawas pemilu yaitu 

Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu 

adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengawasan 

kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi: 

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah 

lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu 
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di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga 

yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan 

Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. 

2.1.3. Pengawasan 

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin 

bahwatugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. Kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah 

(aturan) yang diberikan (Glendoh, 2022). 

Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh 

pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, 

maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk 

memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan 

organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan 

yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak 

dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Remus, 2017). 

Pengawasan adalah pada umumnya parapengikut dapat bekerja sama 

dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi 

pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari 

penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan 

korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tertsebut (Purwadi, 2017). 
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2.1.4. Netralitas 

Netralitas adalah bebasnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pengaruh 

kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan 

partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Namun, 

PNS masih mempunyai hak politik untuk memilih dan berhak untuk 

dipilih dalam Pemilu, namun tidak diperkenankan aktif menjadi anggota 

dan pengurus partai politik. PNS yang aktif menjadi pengurus partai politik 

atau anggota legislatif, maka harus mengundurkan diri, dengan demikian 

birokrasi akan stabil dan dapat berperan dalam mendukung serta 

merealisasikan kebijakan atas kehendak politik maupun yang sedang 

berkuasa dalam pemerintahan (Siagian et al., 2023). 

Netralitas dapat diartikan sebagai perilaku tidak memihak, atau tidak 

terlibat yang ditunjukan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye 

kandidat kepala daerah di ajang pemilukada baik secara diam-diam 

maupun terang-terangan (Ningtyas, 2021). Adapun indikator untuk 

mengukur netralitas adalah sebagai berikut :  

a. Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat 

pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan 

menggunakan atribut partai atau atribut PNS. 

b. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat 

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu 

pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 

keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi 

pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada 

PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, 

serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang 

terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon 

pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa 

kampanye. 
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Menurut Marbun (2022), bahwa yang dimaksud dengan netralitas adalah 

bebasnya PNS dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak 

memihak untuk kepentingan partai tertentu atau tidak berperan dalam 

proses politik. Namun, PNS masih mempunyai hak politik untuk memilih 

dan berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum, namun tidak 

diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik. PNS 

yang aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka 

harus mengundurkan diri, dengan demikian birokrasi akan stabil dan dapat 

berperan dalam mendukung serta merealisasikan kebijakan atas kehendak 

politik maupun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan. 

Netralitas pada hakekatnya merupakan sikap tidak memihak terhadap 

sesuatu apapun. Dengan demikian netralitas diartikan sebagai tidak 

terlibatnya pegawai negeri sipil dalam pemilihan Kepala Daerah baik 

secara aktif maupun pasif, bahwa netralitas merupakan kondisi terlepasnya 

birokrasi spoil systemyang berarti birokrasi bekerja berdasarkan 

profesionalisme dan kemampuan teknis yang dibutuhkan. 

2.1.5. Aparatur Sipil Negara 

Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil, sebutan pegawai pemerintah yang dahulunya PNS 

(Pegawai Negeri Sipil) berubah menjadi Aparatur Sipil Negara disingkat 

ASN. Sebelumnya, ketentuan mengenai pegawai pemerintah diatur dalam 

Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam 

aturan ini disebutkan bahwa PNS merupakan salah satu sarana tata usaha 

negara yang diangkat dan digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan 

tugas negara tertentu berdasarkan peraturan yang telah dibuat dan 

ditetapkan oleh negara. Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi 

masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya 

masing-masing (Mustika, Rasyidin and Suadi, 2021). 
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Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, penyelenggara 

pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Untuk melaksanakan 

fungsi tersebut, ASN diberi kewenangan mengelola keuangan dan asset 

negara, menggunakan fasilitas negara serta membuat kebijakan yang 

berdampak pada masyarakat luas. Agar kewenangan tersebut tidak 

disalahgunakan dan hanya menguntungkan kelompok tertentu maka ASN 

harus bersikap netral. ASN tidak diperbolehkan menggunakan uang dan 

asset negara untuk kepentingan kelompok tertentu. ASN juga dilarang 

membuat kebijakan yang bersifat diskriminatif dan mengutamakan 

pelayanan hanya kepada kelompok tertentu saja. 

Dalam menjalankan tugasnya, Aparatur Sipil Negara mempunyai 

kewajiban yang harus ditaati yaitu: 

a. Wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, 

Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan 

bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4). 

b. Wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya 

dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 5). 

c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan 

rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas 

kuasa undang-undang (Pasal 6). (UU ASN). 

2.1.6. Netralitas Aparatur Sipil Negara 

Netralitas Aparatur Sipil Negara adalah persoalan yang sangat besar dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, karena secara teoritis sulit ditemukan 

landasan teoritis yang dapat memberikan alasan pembenar bagi 

dimungkinkannya pegawai negeri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan 

politik praktis. Netralitas ASN mengandung makna impartiality yang artinya 

adil, objektif, bebas pengaruh, bebas intervensi, tidak bias dan tidak berpihak 

pada siapapun.  
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Netralitas ASN sangat penting dalam menciptakan tata pemerintahan yang 

baik serta birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik. Sebagaimana 

dikatakan oleh Prof. Sofian Effendi: “ASN itu harus netral (impartial), 

tidak boleh berpihak dan tidak boleh memihak dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya”. Imparsialitas sebagai kesetaraan politik, yaitu perlakukan 

yang tidak memihak pada siapapun dalam melaksanakan wewenang publik 

berdasarkan undang-undang dan kebijakan tanpa mempertimbangkan 

hubungan khusus, referensi pribadi dan hal-hal lain di luar hokum 

(Mustika, Rasyidin and Suadi, 2021) 

Senada dengan pendapat Mustika menyebutkan bahwa netralitas Pegawai 

Negeri Sipil terhadap pengaruh dan intervensi politik tidak bisa dianggap 

ringan, Pegawai Negeri Sipil seyogianya tidak memihak atau sengaja 

dibuat memihak kepada salah satu kekuatan politik atau partai politik. 

Apabila Pegawai Negeri Sipil netral maka rakyat secara keseluruhan akan 

bisa dilayani dengan baik dengan kata lain tidak mengutamakan atau 

memihak pada salah salah satu kepentingan kelompok rakyat tertentu. 

Oleh sebab itu Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil dari 

pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan 

persatuan Pegawai Negeri Sipil, serta dapat memusatkan segala perhatian, 

pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, Pegawai Negeri Sipil 

dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 

Netralitas ASN merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki ASN 

karena sifatnya Imperatif. Konsekuensi dari sifat imperatif adalah sanksi 

dan jika ketentuan tersebut tidak dilakukan atau melakukan apa yang 

harusnya tidak dilakukan itulah yang disebut sebagai Pelanggaran dalam 

konteks ini pelanggaran netralitas dalam kegiatan politik yang dilakukan 

oleh ASN. Ketidaknetralan Birokrasi dapat menimbulkan implikasi 

terhadap yaitu: 

1. Diskriminasi dalam pelayanan birokrasi. Birokrasi berfungsi sebagai 

alat pengendali masyarakat dan alat mobilisasi masyarakat. 
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2. Terlalu banyak political appointment pada jabatan karier birokrasi dan 

munculnya birokrasi yang bersifat partisan 

3. Pengabaian prinsip meritokrasi dan berkembangnya praktek koneksi 

dan prkatek rekrutmen, promosi dan demosi yang lebih didasarkan 

pada factor askriptif 

4. Pelembagaan conflict of interest dan munculnya birokrasi berbisnis. 

Dalam sejarahnya, pengaturan netralitas Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat 

dari masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi dan pasca Orde 

Reformasi. Pada masa Orde Lama ditandai dengan diberlakukannya 

Undang-undang DaruratNo.25 tahun 1950 tentang Hak Mengangkat 

Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya diterbitkan Undang-undang No.20 tahun 

1952 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Undang- undang No.21 

tahun 1952 yang menyempurnakan Undang-undang Darurat No.25 tahun 

1950 tentang Hak Mengangkat Pegawai Negeri Sipil. 

Sampai dengan tahun 1960, pemerintah lebih banyak menerbitkan aturan-

aturan kepegawaian dalam bentuk peraturan pemerintah. Hal ini 

mengakibatkan aparat pemerintah mengalami kesulitan untuk 

mendapatkan landasan hokum dalam menyelesaikan permasalahan 

kepegawaian dengan tepat. Oleh sebab itu, pemerintah berinisiatif 

menyusun undang undang kepegawaian yang bersifat menyeluruh. Pada 

tahun 1958, pemerintah membentuk panitia yang diketuai Prajudi 

Atmosoedirjo untuk menyusun undang undang kepegawaian. Pada tahun 

1961, melalui proses politik berhasil diundangkan Undang- undang No.18 

tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian. 

2.2. Konsep Kerangka Pikir 

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) selain sebagai sirkulasi elit politik di daerah 

hakikatnya juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan prinsip kedaulatan 

rakyat, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang 

Dasar 1945 (UUD 1945). “Prinsip kedaulatan rakyat menekankan bahwa 

kekuasaan tertinggi (the ultimate power) untuk membuat keputusan terletak 
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ditangan seluruh rakyat, bukannya berada ditangan beberapa atau salah satu dari 

orang tertentu” (Thoha, 2021). Kedaulatan yang diserahkan kepada penguasa, 

orientasinya harus kembali lagi kepada rakyat, yang diserahkan hanyalah 

pelaksanaannya saja. “Pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur 

dari demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana 

keterbukaan dengan kebebasan berpendapat, berserikat, dianggap mencerminkan 

dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat”.  

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) salah 

satunya didasarkan dengan asas netralitas. Penjelasan Pasal tersebut ntralitas 

mengandung arti bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk 

pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan tidak 

terlepas dari segala bentuk problematika yang terjadi di dalam penyelenggaraan 

Pilkada tersebut, salah satunya adalah yang berkaitan dengan netralitas ASN.  

ASN dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi 

pemerintah. Keberadaan ASN dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa guna 

mewujudkan tujuan negara. ASN juga harus memiliki nilai integritas, profesional, 

netral dan bebas dari intervensi politik. Karena ASN sejatinya berfungsi sebagai 

pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa (UU 

ASN: 2014). 

Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering yang 

menyebabkan pelanggaran pidana pemilu dalam pelaksanaan pemilu lanjutan di 

Kabupaten Ogan Komering pada tahun 2018 seperti yang sudah dipaparkan dalam 

bab sebelumnya (Bab I), serta menggunakan asas netralitas adalah bahwa setiap 

pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak 

memihak kepada kepentingan siapapun (Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014). 

Konsep kerangk pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 
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Mekanisme 

BAWASLU

NETRALITAS ASN 

Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 

2015 Tentang Aparatur 

Sipil Negara
Peran Badan Pengawas

Pemilihan Umum

(BAWASLU) Berdasarkan

UU No. 7 tahun 2017

tentang : PEMILU

Pengawasan Bawaslu

Terhadap Netralitas ASN:

1. Pengawasan

2. Mengevaluasi

2. Penindakan

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 

dalam pemilihan kepala daeran Kabupaten 

Ogan Komering Ulu 2020  
 

Gambar 1 Kerangka Pikir 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan 

untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Untuk 

memperoleh informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti maka 

diperlukannya metode penelitian agar diperoleh suatu validitas data dan dapat 

mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan hukum normatif. Penelitian kualitatif ini akan memfokuskan terhadap 

netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai penegasan bahwa seorang 

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga independensi dan netralitasnya 

terhadap politik di daerah. 

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan 

alat untuk mengeksplorasi dan memahami individu atau grup terkait dengan 

permasalahan sosial maupun humanis. Proses penelitian meliputi pengembangan 

pertanyaan dan prosedur, pengumpulan data dilakukan sesuai dengan kondisi 

partisipan, analisis data dibangun secara induktif dari tema khusus ke umum, dan 

peneliti melakukan interpretasi terhadap data tersebu (Sugiyono, 2017) 

Pemilihan metode kualitatif ini dilakukan karena dianggap paling tepat untuk 

mendeskripsikan permasalahan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 

pelaksanaan pemilu lanjutan. ata kualitatif akan dianalisis dengan analisis isi 

(content analysis) Penafsiran data menggunakan teknik interpertasi teoritis artinya 

peneliti tidak menggunakan satu teori saja dalam memahami data tetapi 

menggunakan beberapa teori sebagai pembanding dan teori ini berfungsi sebagai 

pengarah analisis. 
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3.2. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lokasi ini 

dipilih karena merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sematra Selatan yang 

memiliki isu ataupun fenomena masalah penelitian yang memiliki relevansi 

dengan bidang studi yang tengah peneliti jalankan saat ini. Dimana, peneliti 

mendapati kegiatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kriteria-

kriteria yang telah di tentukan dengan ketentuan yang ada. Waktu penelitian ini 

dimulai pada bulan Februari hingga bulan April tahun 2023. 

 

3.3. Teknik Pengambilan Informasi 

Menurut (Sugiyono, 2017) Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Dalam metode Purposive Sampling peneliti 

menggunakan istilah judgemental sampling karena penilaian peneliti berperan 

besar terhadap pemilihan informan dengan metode ini.  

Dalam proses pra penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan investigasi 

terhadap pihak-pihak terkait untuk menentukan informan yang mewakili 

atribut/jabatan yang berkaitan dengan masalah penelitian ataupun yang 

dianggap mewakili sekelompok orang yang terlibat di dalam masalah tersebut. 

Pada tabel di bawah ini akan disajikan daftar informan yang dipilih berdasarkan 

keterkaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Tabel 2 Informan Penelitian 

No Informan Alasan Menggunkan Informan 

1 Objek Studi Kegiatan ini dilakukan di lokasi Kabupaten Ogan Komering 

Ulu (OKU). 
2 Pengamatan Pengamatan dilakukan oleh peneliti mengenai Netralisasi 

ASN di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). 
3 Bawaslu Jabatan sebagai Ketua menjadikan informan 

bertanggungjawab akan pelaksanaan keseluruhan tahapan 

Pemilu Serentak. Sebagai pimpinan, maka mekanisme dan 

strategi penanganan konflik juga berada di bawah 

kendalinya, termasuk tanggapan dan sikap yang diambil 

terhadap adanya tuntutan pelanggaran pidana pemilu. 
4 Panwaslu Jabatan sebagai panitia pengawas pemilu menjadikan 

informan bertanggungjawab akan pelaksanaan 

keseluruhan tahapan Pemilu Serentak. Sebagai panitia, maka 
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No Informan Alasan Menggunkan Informan 

mekanisme dan strategi penanganan konflik juga berada di 

bawah kendalinya, termasuk tanggapan dan sikap yang 

diambil terhadap adanya tuntutan pelanggaran pidana 

pemilu. 
5 Parpol Sebagai partai yang mengikuti kegiatan pemilu dan 

bertanggung jawab pada kegiatan pemilu. 
6 Masyarakat Merupakan masyarakat yang melakukan pemilihan dan 

menjadi saksi kegiatan pemilu 
7 Aparatur Sipil 

Negara (ASN) 
Merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 
8 Kesbangpol Merupakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik penyelenggara 

urusan pemerintah 
9 Komisi 

Pemilihan 

Umum (KPU) 

Merupakan penyelenggara Pemilu di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

10 Komisi 

Aparatur Sipil 

Negara 

(KASN) 

Sebagai pengawan pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode 

perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan 

manajemen ASN di instansi pemerintah. Pengawasan tersebut 

dimaksudkan supaya dapat membentuk ASN yang profesional 

dan berintegritas. 
11 Akademisi  Merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi 
 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus teliti, tetapi juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 

bapak … pada tanggal … menggunakan pedoman wawancara terstruktur 

untuk mendapatkan informasi terkait mengenil kegiatan Netralitas Aparatur 

Sipil Negara (ASN). 
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2. Pengamatan (Observasi) 

Observasi berasal dari kata latin yaitu memperhatikan dan mengikuti atau 

sering disebut dengan mengamati secara teliti dan sistematis sesuai dengan 

yang dituju. Observasi merupakan sutau kegiatan mencari data yang dapat 

digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan dalam penelitian untuk 

tujuan yang ingin dicapai. Teknik observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti 

yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang 

dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.  

3. Studi Pustaka  

Dalam penelitian ini peneliti mencari referensi dari buku dan jurnal-jurnal 

yang terkait dengan judul Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), 

menggunakan buku mengenai metode penelitian. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. Pada teknik analisis data ini menuju kepada 

Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep 

yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya 

sampai jenuh.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup 

transkip hasil wawancara, reduksi data, penyajian data, dan dari hasil analisis data 

yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data 

yang digunakan oleh peneliti: 
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a. Reduksi  

Pada tahapan ini peneliti melakukan proses pemilihan masalah dan 

melakukan pencatatan tertulis di lapangan mengenai Netralitas Aparatur Sipil 

Negara (ASN). Kegiatan reduksi data berlangsung terus menerus selama 

penelitian berjalan atau selama pengumpulan data dilakukan oleh peneliti. 

Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu 

membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, 

membuat partisi, dan menulis memo mengenai kegiatan Netralitas Aparatur 

Sipil Negara (ASN). 

 

b. Penyajian data  

Pada tahapan ini akan dilakukan penyajian data hasil ringkasan terhadap 

masalah Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan OKU. Dalam 

penyajin data ini akan melakukan perbandingan data yang didapat dengan 

hasil wawancar yang diakukan peneliti terhadap Panwaslu atau Bawaslu 

mengenali Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjadi di Kecamatan 

OKU pada tahun 2018. Dengan cara melakukan: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi. 

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas. 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Berdasarkan hasil yang didapat maka penyajian data dalam kualitatif 

sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, 

jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Jadi, 

penyajian data merupakan bagian dari analisis. 
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c. Penarikan kesimpulan  

Tahapan ini akan dilakukan hasil keseluruhaan yang akan disimpulkan oleh 

peneliti terhadap hasil temuan dan hasil wawancara yang telah dilakukan. 

Ketika kegiatan pengumpullan data dilakukan, peneliti penganalisis kualitatif 

mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. 

Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih 

terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada 

besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, 

penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan 

peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah 

sering dirumuskan sebelumnya sejak awal. 
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IV. GAMBARAN UMUM  

 

 

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING TAHUN 2020 

 

 

4.1. Gambaran Umum Ogan Komering Ulu 

Nama Kabupaten Ogan Komering Ulu diambil dari nama dua sungai besar yang 

melintasi dan mengalir di sepanjang wilayah kabupaten OKU, yaitu sungai Ogan 

dan Sungai Komering. Berdasarkan sejarah, sesuai dengan kesepakatan yang 

tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 

1997 tanggal 20 Januari 1997, Tahun 1878 ditetapkan sebagai tahun kelahiran 

nama Ogan Komering Ulu. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan, Kabupaten Ogan Komering Ulu terbentuk dengan keluarnya Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembubaran Negara Bagian Sumatera 

Selatan dan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Darurat Nomor 3 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Sumatera Selatan menjadi 

Provinsididalam Negara Republik Indonesia (Pemerintah Kab. OKU, 2020) 

Selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor GB/100/1950 

tanggal 20 Maret 1950, ditetapkan batas-batas wilayah Kabupaten OganKomering 

Ulu dengan ibu kota kabupaten di Baturaja. Sejalan dengan Undang-Undang 

Darurat Nomor 4 Tahun 1956 yang diperkuat dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat II 

Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 73 (Pemerintah Kab. OKU, 2020). 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), Kabupaten Ogan 

Komering Ulu menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan semangat Otonomi Daerah, 
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berdasarkanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4347), pada tahun 2003 Kabupaten OKU resmi 

dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yakni (1) Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Timur (OKU TIMUR) dengan Ibu kota Martapura, (2) Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan (OKU SELATAN) dengan Ibu kota Muara Dua dan (3) 

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dengan Ibu kota Baturaja (Pemerintah 

Kab. OKU, 2020). 

Kabupaten Ogan Komering Ulu atau sering disingkat OKU adalah salah satu 

kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibu kota 

kabupaten ini terletak di Baturaja. Kabupaten ini terkenal dengan jumlah 

penduduk terbanyak Suku Ogan di Provinsi Sumatera Selatan. Namun di lain sisi, 

juga terdapat suku Komering, Jawa, Bali, Minang, Batak, dan Lampung. 

Penduduk kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan sensus penduduk tahun 

2020 berjumlah 367.603 jiwa (BPS Kab. OKU, 2020). 

Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kabupaten Ogan 

Komering Ulu terbentuk dengan keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 

1950 tentang Pembubaran Negara Bagian Sumatra Selatan dan Peraturan 

Pemerintah Penganti Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Sumatra Selatan menjadi Provinsi di dalam Negara 

Republik Indonesia (Pemerintah Kab. OKU, 2020). 

Baturaja dahulu merupakan kota administratif, dan sejak diberlakukan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak dikenal 

adanya kota administratif maka kota Administratif Baturaja kembali menjadi 

bagian dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

Selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Sumatra Selatan Nomor GB/100/1950 

tanggal 20 Maret 1950, ditetapkan batas-batas wilayah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu dengan ibu kota kabupaten di Baturaja. Sejalan dengan Undang-
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undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 yang diperkuat dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 

II Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), 

Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi daerah otonom yang berhak mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berikut ini adalah gambar logo 

Kabupaten OKU. 

 

Gambar 2 Lambang Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Berikut ini arti dari lambang Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu : 

1. Tepak Sirih melambangkan kehormatan adat istiadat daerah sejak zaman 

dahulu yang merupakan akar budaya yang sudah menjadi tradisi dalam 

masyarakat pada setiap acara adat. 

2. Mahkota Ukiran berwarna emas seperti akar yang sering dipakai pada 

pelaminan pengantin dalam kabupaten melambangkan bahwa masyarakat 

kabupaten masih menjunjung kebudayaan dari zaman dahulu. 

3. Jembatan Ogan merupakan jembatan bersejarah bagi masyarakat kabupaten 

sebagai jembatan pertama di Baturaja. 

4. Aliran Sungai Dua gelombang melambangkan aliran sungai ogan di Baturaja 

yaitu sungai Ogan dan sungai Lengkayap. 

5. Rantai Emas melambangkan persatuan masyarakat dalam Kabupaten Ogan 

Komering Ulu walaupun berbeda suku dan agama tetap terjalin persatuan dan 
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kesatuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

6. Pohon Karet merupakan potensi unggulan dalam Kabupaten disamping itu 

kelapa sawit. 

7. Padi Melambangkan kemakmuran 

8. Kapas Melambaangkan kesejahteraan. 

9. Pabrik melambangkan kemajuan industry dalam kabupaten 

10. Keris berwarna emas bermata keatas melambangkan semangat hidup dan 

kepahlawanan masyaarakat kabupaten. 

11. OKU Mengandung arti kesatuan yang erat. 

12. Motto Sehaluan dan setujuan seluruh masyarakat dalam kabupaten. 

 

4.2. Visi Misi Kabupaten Ogan Komering Ulu 

4.2.1. Visi 

Terwujudnya Ogan Komering Ulu Yang Bersih, Kreatif, Religius, Maju, Dan 

Sejahtera  

Visi dari Kabupaten Ogan Komering Ulu pada saat ini bisa dibilang sudah 

tercapai diamana masyarakat Ogan Komering Ulu saat ini sudah mulai maju 

sejahtera dan Berbudaya. 

4.2.2. Misi 

1. Lebih Maju: Perpektif dalam dimensi infrastruktur. 

2. Sejahtera: Perspektif dalam dimensi ekonomi.  

3. Berbudaya: Perspektif dalam dimensi sumber daya manusia. 

Misi dari Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini dalam dimensi infrastuktur 

sudah terlihat ada dan mulai terwujud, sedangkan misi dalam ekonomi masih 

belum begitu terwujud pada saat ini masyarakat di desa-desa saat ini masih ada 

yang ekonominya tidak setabil karena masih anyak sumber daya manusia di OKU 

masih belum tercapai karena banyak penduduk pedesan dan remaja-remaja yang 

menganggur. 

https://web.okukab.go.id/visi-dan-misi/
https://web.okukab.go.id/visi-dan-misi/
https://web.okukab.go.id/visi-dan-misi/
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4.3. Geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu dari 17 Kabupaten/Kota di 

Propinsi Sumatera Selatan yang berada di bagian Selatan dengan jarak sekitar 200 

Km dari Ibu Kota Propinsi. Secara geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu 

terletak di antara 103°25′ sampai dengan 104°50′ Bujur Barat (Grid UTM 9.655 

Kilometer sampai dengan 9.799 Kilometer) dan 3°40′ sampai dengan 4°55′ 

Lintang Selatan (Grid UTM 320 Kilometer sampai dengan 404 Kilometer).  

Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak pada posisi yang cukup strategis karena 

dihubungkan oleh sistem jaringan jalan arteri primer Lintas Tengah Sumatera di 

Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai wilayah yang ada di perlintasan, Kabupaten 

Ogan Komering Ulu menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera dengan kota-

kota di Pulau Jawa. Selain itu, akses ke Kabupaten Ogan Komering Ulu selain 

menggunakan kendaraan roda empat dapat pula melalui Jaringan Kereta Api yang 

merupakan angkutan Barang dan Penumpang yang menghubungkan Kota 

Palembang–Baturaja–Tanjung Karang.  

Luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu menurut Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 

Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir adalah 4.797,06 Km2. Sementara 

menurut data Ogan Komering Ulu Dalam Angka (BPS) yang mengacu pada 

pemetaan BPN Kabupaten Ogan Komering Ulu, luas Kabupaten Ogan Komering 

Ulu meliputi 361.760 Ha. Dari dua data ini yang menjadi acuan dalam RPJMD 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016–2021 ini adalah luas menurut 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 

Sampai akhir tahun 2023, administrasi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

terbagi dalam 13 kecamatan yang terdiri dari 14 Kelurahan dan 143 Desa dengan 

ibu kota kabupaten adalah Baturaja yang terletak di Kecamatan Baturaja Timur. 

Kecamatan Lubuk Batang merupakan wilayah paling luas yaitu 747,00 Km2 

(15,57%), disusul Kecamatan Semidang Aji yaitu 714,00 Km2 (14,88%) dan 

Kecamatan Peninjauan 618,68 Km2 (12,90%). Jumlah desa terbanyak terdapat di 

Kecamatan Lengkiti yaitu 22 desa dan Kecamatan Semidang Aji yaitu 21 desa. 
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Jarak terjauh dari ibu kota kabupaten (Baturaja) ke ibu kota kecamatan adalah 

Kecamatan Sinar Peninjauan (Marga Bakti) yaitu 68 Km, Kecamatan Ulu Ogan 

(Mendingin) yaitu sejauh 65 Km, serta Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya 

(Kedaton) yaitu 65 Km. 

 

 
Gambar 3 Peta Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Sumber: https://web.Okukab.go.id/geografis  

Sebelah Utara Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara 

Enim dan Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir 

Provinsi Sumatera Selatan; 

Sebelah Selatan Kecamatan Simpang, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay 

Sandang Aji, Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Kisam 

Tinggi dan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten OKU 

Selatan Provinsi Sumatera Selatan; 

Sebelah Barat Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kecamatan Semendo Darat 

Laut, Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lubai 

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan; 

Sebelah Timur Kecamatan Cempaka, Kecamatan Madang Suku I, Kecamatan 

Madang Suku II, Kecamatan Buay Pemuka Peliung dan 

Kecamatan Martapura Kabupaten OKU TIMUR Provinsi 

Sumatera Selatan. 

 

https://web.okukab.go.id/geografis
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Tabel 3 Luas Kabupaten OKU Menurut Kecamatan, Desa, Ibu Kota Kecamatan 

dan Jarak ke Ibu Kota Kabupaten OKU 

NO Kecamatan Luas 

(Km) 

Jumlah 

Desa/Kelurah

an 

Ibu Kota 

Kecamatan 

Jarak 
Ke Ibu 
Kota 

Kabupate
n 

1 
Baturaja Barat 117,40 7 desa, 5 kel 

Tanjung 

Agung 
1,5 km 

2 Baturaja timur 109,96 4 desa, 9 kel Kemalaraja 0,5 km 

3 Sosoh Buay 

Rayab 
375,00 11 desa Penyandingan 12,5 km 

4 Pengandonan 249,00 12 desa Pengandonan 52,8 km 
5 Peninjauan 618,68 16 desa Peninjauan 44,0 km 
6 Semidang Aji 714,00 21 desa Ulak Pandan 37,0 km 
7 Ulu Ogan 600,00 7 desa Mendingin 65,0 km 

8 
Lubuk Batang 747,00 15 desa 

Lubuk Batang 

Baru 
12,0 km 

9 Lengkiti 481,06 22 desa 
Tanjung 
Lengkayap 

60,0 km 

10 Lubuk Raja 68,71 7 desa Batumarta II 30,0 km 

11 Sinar 

Peninjauan 
85,32 6 desa Marga Bakti 68,0 km 

12 Muara Jaya 334,93 7 desa Muara Saeh 57,8 km 

 

13 
Kedaton 

Peninjauan 

Raya 

 

296,00 

 

8 desa 

 

Kedaton 

 

65,0 km 

Kabupaten OKU 4,797,06 143 desa, 14 kel   
Sumber: BNMPD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Tahun 2015 

 

4.4. Gambaran Demografi Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Ditinjau dari aspek jumlah penduduk sebelum pemekaran, Kabupaten Ogan 

Komering Ulu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jumlah penduduk 

terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Adanya pemekaran wilayah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu menjadi 3 kabupaten (OKU, OKU Timur dan OKU Selatan) 

menyebabkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten OKU harus terbagi menjadi 

tiga sentra, termasuk diantaranya potensi penduduk dimana 25,02% penduduk 

bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu (BPS Kab. OKU, 2023). 

Sebagaimana daerah yang sedang berkembang lainnya, jumlah penduduk 

Kabupaten Ogan Komering Ulu selalu mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Hal itu dikarenakan telah semakin banyaknya perbaikan serta kemajuan 

pembangunan yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang pendidikan, 
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kesehatan, keluarga berencana dan akses informasi yang terbuka lebar bagi 

penduduk. 

Menurut hasil Pendataan Penduduk dan Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan (P4B), 

total jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2003 sebesar 

278.645 jiwa, pada kwartal pertama tahun 2004 meningkat menjadi 283.995 jiwa, 

dan pada akhir tahun 2009 meningkat menjadi 333.562 jiwa (BPS Kab. OKU, 

2022). Penyebaran penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu di 13 Kecamatan 

yang ada ternyata tidak merata. Hal ini disebabkan karena sebagian besar 

penduduk lebih memilih tinggal di kecamatan yang potensial secara ekonomi dan 

memiliki fasilitas umum dan sosial yang lebih lengkap dibandingkan kecamatan 

lainnya yang masih tertinggal. Kecamatan Baturaja Timur sebagai ibukota 

Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai jumlah penduduk terbesar yaitu 

93.652 jiwa (28,08%), disusul Kecamatan Peninjauan dengan penduduk sebesar 

40.625 jiwa (12,18%). Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan 

Ulu Ogan yaitu hanya sebanyak 8.166 jiwa. Segi demografi penduduk OKU Pada 

hasil sensus penduduk tahun 2020 adalah 367.603 Jiwa yang terdiri atas 314.181 

Jiwa perempuan, dan 53. 422 Jiwa laki-laki, memiliki pertumbuhan penduduk 

setiap tahunnya sekitar 2,01% per tahun, dan tingkat kepadatan sekitar 76,63 jiwa 

per km² (BPS Kab. OKU, 2023). 

Penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

hampir seimbang jumlahnya. Secara absolut dari 333.562 jiwa penduduk pada 

tahun 2009, terdapat 171.542 jiwa penduduk laki-laki dan 162.020 jiwa penduduk 

perempuan. Konsekuensi dari kondisi tersebut, pemerintah harus dapat membuka 

lapangan kerja dan menyediakan fasilitas pendidikan yang luas dan merata ke 

berbagai wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Karena seiring dengan 

budaya patriarki yang masih kental di masyarakat, dimana laki-laki bertanggung 

jawab terhadap urusan non-domestik rumah tangga, maka bila penyediaan 

lapangan kerja dan peningkatan pendidikan penduduk tidak segera diprioritaskan, 

dikhawatirkan dapat memancing timbulnya tindak kriminalitas dan dampak 

negatif lain di masyarakat. 
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Perubahan struktur umur penduduk merupakan perubahan demografis yang selalu 

mendapat perhatian dalam berbagai analisi kependudukan. Komposisi penduduk 

menurut golongan umur di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih menunjukkan 

dominasi penduduk usia muda yang jumlahnya lebih besar penduduk usia (0-14) 

tahun dan penduduk yang berusia 65 tahun ke atas diasumsikan sebagai penduduk 

yang non produktif, sedangkan penduduk usia (15-64) tahun dianggap sebagai 

penduduk produktif yang diartikan mampu melakukan kegiatan yang bernilai 

secara ekonomis. Pada tahun 2009 diperoleh angka ketergantungan (dependecy 

ratio) sebesar 47%. Apabila angka dependency ratio tersebut semakin tinggi, ini 

mengindikasikan bahwa tingkat ekonomi penduduk masih cenderung rendah dan 

harus terus diupayakan peningkatannya. 

 

4.5. Pilkada Tahun 2010 Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Mengenai kedudukan hukum atau legal standing dari Pemohon dalam mengajukan 

permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi, Pemohon berkedudukan sebagai perorangan Warga 

Negara Indonesia bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan 

Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2008, Pemohon adalah para pihak yang 

mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada yaitu 

sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu 

tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogen 

Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2010 tertanggal 3 April 2010 tentang Penetapan 

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan 

Komering Ulu. 

 

Dengan demikian mengingat Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk 

memutuskan sengketa Pemilukada dan mengingat bahwa Pemohon memiliki legal 

standing sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka dengan ini kami 

memohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus perselisihan Pemilukada 

Kabupaten Ogan Komering Ulu 2010. 

 

Majelis Hakim Yang Mulia, pada hari Sabtu 5 Juni 2010 telah dilaksanakan 

pemungutan suara Pemilukada tahun 2010 di Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh 
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Termohon dengan 4 orang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa 

terhadap perhitungan suara dalam Pemilukada tahun 2010 tersebut selanjutnya 

Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2010 tertanggal 10 Juni 2010 tentang 

Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Setiap Pasangan Calon Bupati 

dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Ogan Komering Ulu tahun 2010 yang pada pokoknya menetapkan. 

 

4.6. Pilkada Tahun 2015 Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan surat 

Permohonannya bertanggal 18 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 

berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 3/PAN.MK/2015 dan 

dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 

77/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016, yang telah diperbaiki dan diterima di 

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2015. 

 

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah memenuhi 

persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum (Pemilihan) Bupati dan Wakil Bupati 

Ogan Komering Ulu dalam Pemilihan Kepala daerah Serentak yang diselenggarakan 

pada tanggal 9 Desember Tahun 2015 Bahwa berdasarkan penetapan hasil 

penghitungan suara oleh Termohon yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 34/KPTS/KPU/OKU/XII/2015, tentang 

Penetapan Rekapitulasi. Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan 

Waklil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, peroleha 

suara masing-masing pasangan calon Pasangan Nomor Urut 1 yaitu  Drs. H. Kuryana 

Aziz (Calon Bupati ) dan Drs. Johan Anwar, SH., MM (Calon WAklil Bupati ) dengan 

jumlah 115.208 dan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu HJ. Percha Leanpuri, B.BUS., 

MBA (Calon Bupati) dan Drs. H.M. Nasir Agun (Calon WAklil Bupati) dengan 

jumlah 73.954. 

 

Pasangan Nomor Urut 1 yaitu Drs. H. Kuryana Aziz sebelumnya menjabat sebagai PJ 

Bupati OKU sementara Drs. Johan Anwar, SH., MM, sebelumnya menjabat sebagai 



39 
 

 

Ketua DPRD OKU yang tentu saja memiliki kedekatan dan pengaruh terhadap sistem 

dan birokrasi di OKU. Bahwa pada bulan Juni 2015, setelah Drs. H. Kuryana Aziz 

mencalonkan diri sebagai Calon Bupati, ditunjuk PJ Bupati baru yaitu H. Maulan 

Aklil. Di mana kemudian secara terang-terang PJ Bupati bersama Gubernur Sumatera 

Selatan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor 1. Bahkan PJ Bupati 

secara terus menerus mendukung dengan program-program, pengerahan aparat 

pemerintahan dari level Camat sampai RT, intimidasi dan ancaman, pemecatan aparat 

pemerintahan yang tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, 

penggunaan uang APBD dan penggunaan program bantuan Pemerintah untuk 

kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. 

 

Bahwa setelah terpilih sebagai PJ Bupati OKU, H. Maulan Aklil mencairkan program-

progam APBD. Kemudian di setiap desa di bangun Baliho kecil yang mana Baliho 

tersebut dipasangi Baliho atau alat peraga kampanye pasangan Nomor Urut 1. (bukti 

P-11 yaitu surat pengaduan dengan Lampiran Foto). 

 

Keterlibatan dari Gubernur Sumatera Selatan saat kampanye maupun pada waktu 

pemungutan suara 9 Desember 2015 untuk mendukung dan memenangkan Pasangan 

Calon Nomor Urut 1. Dalam banyak pertemuan kedatangan Alex Nurdin disertai 

dengan pemberian hadiah atau sembako oleh PJ Bupati Maulan Aklil yang mana 

hadiah tersebut disertai dengan stiker atau pamflet Pasangan Nomor Urut 1. (Bukti P- 

13 dan P-29). 

 

4.7. Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang 

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang 

Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah : ”sarana pelaksanaan kedaulatan 

rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan 

UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.  

Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat 

terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik 
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Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil 

Walikota”. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu 

kegiatan yang nilainya equivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Equivalen 

tersebut ditunjukan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan 

DPRD. 

Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam 

satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 

Ketentuan pasal 56 ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hokum 

mengikat setelah salah seorang calon Kepala Daerah dari Provinsi NTB yang 

bernama Lalu Ranggalawe mengajukan pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan ketentuan yang hanya 

membuka kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam 

pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah putusan MK yang 

mengabulkan calon perseorangan, selanjutnya Pemerintah pada tanggal 28 April 

mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung 

oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan 

kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud mencakup Gubernur dan Wakil 

Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Wali Kota 

dan Wakil Walikota untuk Kota. Dalam Pilkada tahun 2020 terjadi lagi fenomena 

menarik, sebanyak 25 Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah untuk mengetahui netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan kepala 

daerah termasuk Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemilihan kepala daerah 

dengan calon tunggal membawa dampak tersendiri kepada masyarakat khususnya 

berdampak kepada partisipasi masyarakat didalam pemilihan umum di Kabupaten 

OKU. Secara umum tujuan pemilihan kepala daerah adalah memilih pemimpin 

secara demokratis. 
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Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 

yang di ikuti oleh 1 (satu) pasangan calon berjalan lancar sesuai dengan tahapan 

yang telah ditetapkan dan pada proses pelaksanaan rekapitulasi. Terdapat 

perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 (PHP 

Kada 2020), Panel 3 yang  dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan 

didampingi oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Saldi 

Isra  memeriksa dua perkara PHP Kada 2020. Kedua perkara tersebut, yakni 

Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Bupati Ogan Komering Ulu 

dan Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Bupati Ogan Komering 

Ulu Selatan. Sidang yang digelar pada Jumat (29/1/2021) dengan agenda 

Pemeriksaan Pendahuluan. 

Pemilihan Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 diikuti Pasangan Calon 

Kuryana Azis dan Johan Anwar melawan kolom kosong. Untuk itu, perkara PHP 

Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu diajukan oleh Prendi Alhafiz yang 

merupakan ketua dari Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan Perwakilan 

Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Pemohon Perkara Nomor 08/PHP.BUP-

XIX/2021. Prengki Adiatmo selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan 

berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Ogan 

Komering Ulu yang menyatakan Kolom Kosong memperoleh 63.166 suara. 

Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kuryana Azis dan Johan Anwar 

memperoleh 116.778 suara. “Hasil perolehan suara yang didapat oleh Pasangan 

Calon Nomor Urut 2 tersebut seharusnya dinyatakan tidak sah karena praktik 

money politic terjadi di setiap TPS. Praktik money politic terjadi di Kelurahan 

Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dimana 

pelaku terdiri dari 2 orang yang berinisial SL dan SE atas perintah Lurah 

Sukajadi,” papar Prengki Adiatmo dan M. Sigit Muhaimin selaku kuasa hukum 

Pemohon. 

Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Ogan Komering Ulu, namun pihak 

Bawaslu menyatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran. Selain itu, 

penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu 

(Termohon) didasarkan pada rekapitulasi yang salah. Sejak dilaksanakan pada 
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setiap tahapan penghitungan suara baik dari penghitungan di TPS sampai akhirnya 

rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten tidak sesuai dengan PKPU Nomor 18 

Tahun 2020 yang mengatur tentang rekapitulasi penghitungan hasil perolehan 

suara. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar MK membatalkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1-

Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 dan melaksanakan 

pemungutan suara ulang di seluruh TPS, yaitu sebanyak 725 TPS yang ada di 

seluruh Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

Hal serupa juga terjadi dalam perkara PHP Bupati Ogan Komering Ulu Selatan. 

Dalam perkara yang teregistrasi dengan Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan 

oleh Yasin Hidayat, Pemantau Pemilu Sumatera Selatan Perwakilan Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Selatan. Pemohon memohon pembatalan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 706/PL.03.6-

Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan. 

Fadrianto selaku kuasa hukum Pemohon mengatakan berdasarkan hasil 

penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Pasangan 

calon Popo Ali Martopo dan Sholehein Abuasir memperoleh suara terbanyak, 

yaitu 210.702 suara. Pemohon menganggap penghitungan suara yang ditetapkan 

oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan didasarkan pada rekapitulasi 

yang salah dan tidak sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan 

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. “Penghitungan suara yang benar 

itu dilakukan di tempat yang terbuka kemudian saksi dari setiap pasangan kotak 

kosong maupun pasangan calon harus ada saksi yang menyaksikan proses 

penghitungan suara secara terbuka transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. 

Pemohon menemukan masih terdapat pemilih yang sudah tidak dapat 
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menggunakan haknya seperti meninggal dunia, pindah alamat maupun alih status 

masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Selatan,” tambah Fadrianto saat membacakan dalil pokok 

permohonan. 

Oleh karena itu, lanjut Fadrianto, untuk menjamin terciptanya demokrasi di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil, Pemohon memohon kepada MK untuk membatalkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 

706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 

2020 dan melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yaitu sebanyak 

893 TPS yang ada di seluruh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sidang 

berikutnya dengan agenda mendengar keterangan Termohon, Pihak Terkait, 

dan  Bawaslu serta pengesahan alat bukti dari semua pihak akan digelar pada 

Selasa, 9 Februari 2021 pukul 08.00 WIB untuk Perkara Nomor 08/PHP.BUP-

XIX/2021. Sementara sidang  berikutnya dengan agenda mendengar keterangan 

Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dan mengesahkan alat bukti dari semua 

pihak  akan digelar pada Selasa, 9 Februari 2021  pukul 11.00 WIB untuk Perkara 

Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021.  
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 

pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu  

pada Periode 2018-2023 Gubernur diduduki oleh H Herman Deru mesatikan 

dirinya akan dilantik menduduki jabatan sebagai Gubernur Sumsel  pada 

tanggal 27 September 2018. Dan pada akhir tahun 2015, tepat pada tahun 

dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala 

daerah, terdapat adanya ASN yang turut hadir pada saat deklarasi pencalonan 

pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dibenarkan adanya oleh pihak 

Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) (Panwaslu, 2018). Ketua 

Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu 

(OKU), telah menemukan bukti adanya tiga pejabat pemerintahan di 

Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang diduga tidak netral 

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sumsel 2018 

berlangsung, Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tidak 

menemukan kasus netral ASN pada saat pencoblosan ataupun menerima 

laporan soal pelanggaran. Namun saat tahapan Pilgub ada tiga 

temuan/laporan yang Panwaslu. Menurut Anggi sebagai ketua Pilgub 

menerima laporan pertama adalah soal rangkap jabatan Panitia Pemilihan 

Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Laporan kedua yang 

masuk ke Panwaslu OKU selama tahapan pilgub adalah soal maraknya alat 

peraga kampanye (APK) milik pasangan calon (paslon) yang dipajang di zona 

terlarang, seperti di depan atau dekat gedung sekolah dan lain sebagainya. 

 



79 
 

 

Kemudian kasus terakhir adalah soal adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di 

Kecamatan Lubuk Raja yang diduga ikut serta mempengaruhi massa agar 

memilih paslon tertentu di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) (Evania, 

2018). Laporan ketiga terdapat anggota PNS yang memakai baju seragam 

pada saat kampanye. 

2. Implementasi mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhahap 

pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pilkada Kabupaten 

Ogan Komering Ulu dengan cara yaitu: 

a. Pencegahan 

Peran Bawaslu dalam menigkatkan netralitas ASN dalam upaya 

pencegahan pada pilkada Kabupaten Komering Ulu tahun 2020 sudah 

melakukan upaya pencegahan dengan maksimal terbukti dengan 

Bawaslu Kabupaten Komering Ulu melakukan kegiatan berupa 

sosialisasi kepada ASN dalam kegiatan deklarasi ASN serta 

mengeluarkan surat himbauan kepada ASN untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran kode etik terhadap pelaksanaan pilkada berdasarkan 

undang- undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum. 

b. Pengawasan 

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Komering Ulu dalam 

penyelenggaraan pilkada Kabupaten Komering Ulu tahun 2020 sudah 

maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap ASN pada pilkada 

tahun 2020 di Kabupaten Komering Ulu, karena dapat dilihat dari 

jumlah kasus ketidak netralan ASN pada pilkada sebelumnya yaitu 

tahun 2018 hingga pada pilkada tahun 2020 masih dengan jumlah kasus 

yang sama yaitu temuan pelanggaran dengan jumlah 3 orang dari 1 

temuan laporan dugaan pelanggaran kode etik ASN pada pilkada, 

dengan jumlah tesebut sehingga pengawasan yang dilakukan Bawaslu 

Kabupaten Komering Ulu sudah terlaksana dengan baik. 

c. Penindakan 

Penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Komering Ulu 

berdasarakan data hasil rekap temuan laporan dugaan pelanggaran kode 

etik ASN pada pilkada Kabupaten Komering Ulu tahun 2020 dan hasil 
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wawancara yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Komering Ulu 

terdapat 1 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diperoleh 

Bawaslu Kabupaten Komering Ulu dan sudah direkomendasikan ke 

KASN, dari 1 laporan dugaan pelanggaran yang telah di balas oleh 

KASN dan sudah di tindak lanjuti oleh pihak Bawaslu Kabupaten 

Komering Ulu berupa Sanksi hukuman disiplin sedang dan 

Pemanggilan dan peringatan tegas kepada aparatur sipil negara terkait. 

dengan hal tersebut penindakan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu 

Kabupaten Komering Ulu sudah terlaksana dengan baik. 

6.2. Saran 

1. Konsekuensi terciptanya hubungan dinas publik ASN memberikan Undang-

Undang syarat-syarat yang dapat membatasi hak-hak ASN dalam Pemilu 

yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD RI 1945. Maka dari 

itu diharapkan dalam penetapan syarat dan batasan hak tersebut memerlukan 

adanya pembuatan parameter yang tepat guna menjaga prinsip netralitas ASN 

dalam Pemilu yang harus didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, rasional, 

proporsional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang ada. 

2. Mengenai netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada adalah 

bahwa kepada pihak pembuat kebijakan atau pembuat peraturan perundang- 

undangan untuk lebih mempertegas dan memperkuat sanksi bagi ASN yang 

terbukti melakukan pelanggaran Netralitas ASN. Agar dapat menegaskan 

ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ASN terhadap 

penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada produk hukum setara Peraturan 

Pemerintah dan bukan pada Surat Edaran atau Intruksi. Hal ini dilakukan agar 

memperkuat dasar hukum Netralitas ASN. Selain sebagaimana disebutkan 

diatas, adapun rekomendasi lain yang dapat diberikan untuk menjaga 

netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada adalah terkait 

mengenai batas waktu tindaklanjut hasil rekomendasi dugaan pelanggaran 

netralitas ASN dari Bawaslu kepada instansi yang mengurus mengenai ASN.  

3. Disarankan kepada Bawaslu agar lebih meningkatkan kualitas ilmu 

pengatuhan ASN serta masyarakat terkait tentang pengawasan agar tidak 
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mudah terpengaruh, serta tetap meningktakan kualitas pengawasan Bawaslu 

yang sudah di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 dalam 

penyusunan program skala prioritas untuk memperkuat kinerja Bawaslu pada 

pemilihan kepala daerah. 
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